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PERAnJRAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR 08 TAHUN 2008
 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008
 

DENGAN RAHMATnJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a.	 bahwa dengan aoanva perubahan dan penggeseran berbagai kegiatan 
dengan memperhatikan skala priorttas terkait Kebijakan Urnurn 
Anggaran tahun 2008, maka memandang perlu melakukan perubahen 
tertladap APBD Kabupaten lampung 5elatan tahun Anggaran 200B; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurnf a 
tersebut di atas, untuk	 tertib administrasi per1u menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 20OB. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darnrat Nomor 
5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah nngkat II termasuk Kotapraja datam Ungkungan 
Daerah nngkat I 5umatera 5elatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1B21); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19B5 Nomor 
68, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3.	 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, 5ebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000 tentang Penubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar 
246), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4.	 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomar3688); 
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 5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
r'>1egara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8.	 Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nemer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4844); 

12. Undang-Undang	 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 , 
Tambahan Lembaran Neqera Republlk Indonesia Nomor 4139 ); 
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16. Peraturan	 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Plmpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 TambahanI 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nornor 37 Tahun 2005 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 I 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

17. Peraturan	 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan tembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 5tandar 
Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Namar 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman	 Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 , 
Tambahan Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 5istem 1nformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

24. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Stander PeJayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan	 Pernerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 
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26. Peraturan	 Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

27. Peraturan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Neqert Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

28. Peraturan	 Menteri Dalarn Neqerl Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 
Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nemer 01 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2008. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

dan 

BUPAll LAMPUNG SELATAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 200B. 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 5elatan Tahun 
Anggaran 2008 dengan rlnclan sebagai berikut : 

1. Pendapatan 
a. Semula	 Rp 902.247.142.552,00 
b. Bertambah	 Rp. 78.406.320.692,00 

Jumlah Pendaperan setelah Perubahan	 Rp 980.653.463.244,00 

2. Belanja 
a. Semula	 Rp 898.718.183.946,90 
b. Bertambah	 Rp 76.481.768.952,73 

Jumlah Belanja setelah Perubahan	 Rp 975.199.952.899,63 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. 5.453.510.344,37 
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3, Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp 9.750,000.000,00 
2) Berkurang Rp. 1.744.801.739,37 

Jumlah Penerimaan seteJah Perubahan	 Rp. 8.005.198.260,63 

b. Pengeluaran 
1) 
2) 

Semula 
Bertambah 

Rp.13.278.958.605,10 
Rp. 179.749.999,90 

]umlah Pengeluaran seteiah Perubehan 
]umlah Pembiayaan netto setelah Perubahan 
5isa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

13.458.708.605,00 
(5.453.510.344,37) 

Pasal2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 

a. Pendapallln asli daerah 
1) Semula Rp. 24.867.430.800,00 
2) Berlilmbah Rp 25.503.125.102,00 

]umlah pendapallln asli daerah setelah Perubahan Rp. 50.370.555.902,00 

b. Dana pernubanqan 
1) Semula Rp.801.199.465.752,00 
2) Bertambah Rp. 36.959.627.590,00 

JumJah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.838.159.293.342,00 

c.	 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula Rp. 76.180.246.000,00 
2) Bertambah Rp. 15.943.368.000,00 

Jumlah loin-loin pendapatan daerah yg sah seteJah Perubahan Rp. 92.123.614.000,00 

(2)	 Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis
Pendapatan : 

a.	 Pajak daerah 
1) Semula Rp. 9.475.000.000,00 
2) Bertambah Rp. 2.550.000,000,00 

Jumlah pajak daerah seteleh Perubahan Rp.	 12.025.000.000,00 

b.	 Retribusi daerah 

1) Semula Rp. 8.347.500.000,00 
2)	 8ertafnbah Rp. 2.765.500.000,00 

Jumlah Retribusi setelah Perubahan Rp.	 11.113.000.000,00 
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c.	 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
 
1) 5emula Rp. 100.000.000,00
 
2) Bertambah	 Rp. 

Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemertntah 
Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 100.000.000,00 

d. Dana Bag; Hasil Pajak
 
1) 5emula Rp. 75.780.246.000,00
 
2) BertamOOh Rp. 6.000.000.000,00
 

Jumlah pendapatan Hibah setelah Perutaren Rp. 81.780.246.000,00 

Pasal3 

(1)	 Belan)a Daerah seOOgaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dan 
a.	 Belan)a Tldak langsung 

1)	 5emuta Rp. 540.704.301.746,90 
2)	 Bertambah Rp. SO.44U.326.887,73 

Jumlah belania tidak langsung setelah PeruOOhan Rp.591.144.628.634,63 

b.	 8elanja langsung
 
1) 5emula Rp. 358.013.882.200,00
 
2) Bertarnbah Rp. 26.041.442.065,00
 

Jumlah belan)a langsung setelah PeruOOhan	 Rp.384.055.324.265,00 

(2)	 Belan)a tidak langsung sebaqatrnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jeots 
Belanja : 

a.	 Belanja Pegawa; sejumlah
 
1) 5emula Rp.419.428.766.808,06
 
2) Bertambah Rp. 42.182.770.803,45
 

Jumlah belanja pegawai setelah perubehan	 Rp.461.611.537.611,51 

b.	 Belanja Subsidi
 
1) 5emula Rp. 100.000.000,00
 
2) Bertambah Rp.
 

Jumlah belan)a 5ubsidi setelah PeruOOhan	 Rp. 100.000.000,00 

c.	 Belanja hiOOh
 
1) 5emula Rp. 55.767.380.000,00
 
2) BertamOOh Rp. 220.600.000,00
 

Jumlah belanja hiOOh setelah PeruOOhan	 Rp. 55.987.980.000,00 

d.	 Belah)a bantuan 5051al
 
1) semeia Rp. 29.053.658.354,00
 
2) Bertambah Rp. 12.000.000.000,00
 

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan	 Rp. 41.053.658.354,00 



e.	 Beianja bantuan keuangan 

(3 
1) Semula Rp. 35.684.229.000,00
 

"'U\1\ coo nco nn\
2) Berkuiang	 Rp. .,vv.vu. VV,VV) 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 31.984.229.000,00 

f.	 Belanja Udak terduga
 
1) Semula Rp. 670.267.584.,84
 
2) Bertambah Rp. (263.043.915,72)
 

Jumlah belanja tidak terduga setetan Perubahan Rp. 407.223.669,12 

(3)	 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
Belanja : 

a. Belanja Pegawai 
1)	 Semula Rp. 59.695.026.285,00 
2) aerlilmbah Rp. 434.412.915,00 

Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 60.129.439.200,00 

b. Belanja barang dan jasa
 
1) Semula Rp.109.168.063.941,00
 
2) Bertambah Rp. 12.359.889.599,00
 

Jumlah belanja belOng dan jasa setelah Perubahan Rp.121.527.953.54O,00 

c. Belanja Modal
 
1) Semula Rp.189.150.791.974,00
 
2) Bertambah	 Rp. 13.247.139.551,00 

JUmiah belanja modal setelah Perubahan	 Rp.202.397.931.525,00 

Pasal4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri darl 
a. Penerimaan : 

1) Semula Rp. 9.750.000.000,00
 
2) Beri<urang Rp. (1.744.801.739,37)
 

Jumlah penerimaan setelah Perubahan	 Rp. 8.005.198.260,63 

b. Pengeluaran	 :
 
1) Semula Rp. 13.278.958.605,10
 
2) Bertambah Rp. 179.749.999,90
 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	 Rp. 13.458.708.605,00 



9.750.000.000,00 
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a tediri dari jenis 
Pembiayaan : 

a.	 SilPA tahun anggaran sebelumnya :
 
1) 5emula Rp.
 
2) Berkurang Rp.
 

Jumlah SilPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 7.750.198.260,63 

b.	 Penerimaan kembali pemberian pinjaman : 
1) 5emula Rp.
 
2) Bertambah Rp. 255.000.000,00
 

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman 
5etelah Perubahan	 Rp. 255.000.000,00 

(3) Pengeluaran sebaqalrnana dimaksud pada avat (1) huru! b tediri dari jenis
 
Pembiayaan :
 

a. Penyertaan modal (investasi) pernenntah daerah : 

1) 5emuia Rp. 3.000.000.000,00
 
2) Bellilmbah/(berkurang) Rp.
 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00 

b. Pembayaran pokok Hutang :
 
1) Semula Rp. 10.153.958.605,10
 
2) Bertambahj(berkurang) Rp 179.749.999,9~O__
 

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 10.333.708.605,00 

c.	 Pemberian pinjaman daerah : 
1) Sernula Rp. 125.000.000,00
 
2) Beriambahj(berkurang) Rp.
 

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 125.000.000,00 

Pasal5 

Uratan Iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Kabupaten lampung 
5elatan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 1, tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terplsankan dari peraturan daerah ini, tertliri dari: 

1.	 tampiran I Ringkasan perubahan APBD; 

2.	 lampiran II Ringkasan perubahan AP8D menurut urusan pemerintahan daerah dan 

Organisasi SKPD; 

3.	 lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPD, pendapatan, beianja dan pembiayaan; 

4.	 tamplran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi SKPO, program dan kegiatan; 
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5.	 Lampiran V Rekapitulasl perubahan belanja daerah untuk keseJarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan daerah; 

6. Lampiran VI	 Daftar perubahan jumJah pegawai per qoronqan dan per jabatan; 

7.	 Lampiran VII Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan 

peraturan daerah; 

8. Lampiran VIlI Daftar keqlatan-keqiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

9 Larnplran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

Pasa/6 

Penjabaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2008 yang merupakan Landasan Operasional Pelaksanaan, akan diatur 
lebih lanjut denqan Peraturan Bupatl. 

Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah nu dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Ditetapkan dl Kalianda 
pada tanggal i: wtobl'1' 2008 

BUPATl LAMPUNG SELATAN, 

WENDY MELFA 
D'iundangkan di Kalianda 
pada tanggal zz D~tober 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

,. !'-. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN 2008 NOMOR DB 
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